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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N

Nomor  96/Pdt.G/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Makassar  yang mengadili  perkara  perdata  pada

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara :

KADIR  YUSUF  GUNAWAN,  Warga  Negara  Indonesia,  Pekerjaan

Perdagangan, beralamat  di  Jalan  Sulawesi  No.  319  A,  RT 002 RW 004,

Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam hal

ini diwakili oleh kuasanya ……...... selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan

1. PT.  Bank  Danamon  Indonesia,  Tbk.  Kantor  Wilayah  Makassar

Berkedudukan   di  Jalan  Ahmad  Yani  Nomor  11-13  Kota  Makassar

Sebagai Tergugat I ;

2. CV. Neptunus Nugraha, berkedudukan Di Jalan Ir. Sutami Hall 4 Nomor 6

Makassar, Sebagai Tergugat II ;

3. RUDY GUNAWAN, Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Warga  Negara  Indonesia  Nomor

7371050707710005, beralamat di Jalan Sulawesi No. 319 A,  RT

002 RW 004, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi

Selatan, Sebagai Tergugat III ;

4. SELVY SUCIPTO, Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Warga  Negara  Indonesia  Nomor

7371056410710001, beralamat di Jalan Sulawesi No. 319 A,  RT

002 RW 004, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi

Selatan, Sebagai Tergugat IV  ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

                                                 Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti  surat  dan mendengar saksi-saksi  yang

diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatan  tertanggal 2

Maret  2020  yang  diterima  dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Negeri  Makassar pada  tanggal 6  Maret  2020 dalam  Register  Nomor

96/Pdt.G/2020/PN.Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Kadir Yusuf Gunawan adalah Pemilik yang sah atas 

- Sertifikat  Hak  Milik   No.1190  Kel.melayu  Kec.Wajo  Kota  Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur .00088/2001 Luas 63 m2

- Sertifikat  Hak  Milik   No.788  Kel.melayu  Kec.Wajo  Kota  Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00087/2001 Luas 109 m2

- Sertifikat  Hak  Milik   No.1188  Kel.melayu  Kec.Wajo  Kota  Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00086/2001 Luas 44 m2

- Sertifikat  Hak  Milik   No.1189  Kel.melayu  Kec.Wajo  Kota  Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00085/2001 Luas 118 m2

2. Bahwa Pada awalnya tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan

di  jadikan  sebagai  jaminan  atas  kontrak  CV  Neptunus  Nugraha

( Tergugat II ) yg diwakili oleh  Tergugat III dan Tergugat IV dengan PT.

Bank Danamon Indonesia, Tbk. ( Tergugat I ) . 

3. Bahwa  Tergugat  I   (  CV  Neptunus  Nugraha  )  ,  Tergugat  III  (  Rudi

Gunawan  )  dan  Tergugat  IV  (  Selvy  Sucipto  )   ternyata  wanprestasi

terhadap perjanjian kredit dan telah mendapat surat teguran 1,2 dan 3

dari  PT.  Bank  Danamon Indonesia,  Tbk  (  Tergugat  I  )  .   Yaitu  Surat

Nomor  305/SME-R/SND12/MKS/0818  tertanggal  29  Agustus  2019

perihal  surat  teguran  I,   Surat  Nomor  412/SME-R/SND12/MKS/0919

tertanggal  06  Desember  2019  perihal  surat  peringatan   II  dan  surat

Nomor  B.001/SME-R/SND12/MKS/0120  tertanggal  03  Januari  2020

Perihal Surat  Peringatan III .

                                                 Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa  Berdasarkan  pasal  1831  KUHPerdata  dan  Pasal  1834

KUHPerdata yang pada intinya Pihak Penjamin dalam hal ini Penggugat

dapat  menuntut  supaya  harta  benda  debitur  lebih  dahulu  disita  dan

dilelang  dan  membayar  lebih  dahulu  biaya  yang  diperlukan  untuk

melaksanakan  penyitaan  dan  pelelangan  oleh  karena  penjamin

( Borgtocht ) hanya sifatnya cadangan saja 

5. Bahwa   Tanah  milik  Penggugat  tersebut,  kini  di  kuasai  Oleh  Para

Tergugat , kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. –

6. Bahwa penguasaan Para Tergugat,  menguasai  tanah milik  Penggugat

sejak  tahun  2017hingga  saat  ini  hanya  sebagai  jaminan  oleh  karena

Penggugat  sebagai  penjamin  atas  Perjanjian  Kredit  CV  Neptunus

Nugraha  (  Tergugat  II  )  dengan  PT.  Bank  Danamon  Indonesia,  Tbk.

( Tergugat I ) 

7. Bahwa  Tergugat I dikhawatirkan akan berusaha dengan berbagai cara

untuk mengalihkan tanah milik penggugat, sehingga patut kiranya semua

surat-surat baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian

hari  sehubungan dengan obyek sengketa tersebut,  nama pihak ketiga

(pihak  lain),  yang  diterbitkan  secara  tidak  patut  dan  atau  melawan

hukum, harus dinyatakan Batal demi hukum dan atau dinyatakan tidak

mengikat menurut hukum (Niet Verbindent). 

8. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini  didasarkan

atas alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat,  dan bersesuai dengan

amanah sebagaimana dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam

perkara  ini  berdasar  pula  untuk  dapat  dijalankan  lebih  duhulu

(Uitvoerbaar  Bij  Voorraad)  meskipun  ada  upaya  hukum banding  atau

kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  Penggugat  mohon  kiranya

Ketua/Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara ini  untuk memutus perkara ini  dengan Putusan sebagai

berikut 
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1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tanah dan bangunan  yang masing masing 

- Sertifikat Hak Milik  No.1190 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur .00088/2001 Luas 63 m2

- Sertifikat  Hak  Milik   No.788  Kel.melayu  Kec.Wajo  Kota  Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00087/2001 Luas 109 m2

- Sertifikat Hak Milik  No.1188 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00086/2001 Luas 44 m2Sertifikat

Hak Milik  No.1189 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara

pelajar  Nomor  Surat  Ukur.00085/2001  Luas  118  m2 adalah  Milih

Penggugat

3. Menyatakan  Tindakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan

hukum yang menerbitkan Surat Teguran I, Surat Teguran II dan Teguran

III adalah tidak sah atau di nyatakan tidak mengikat menurut hukum (Niet

Verbindend).

4. Menyatakan  perbuatan  Tergugat  I  yang  tidak  mengupayan  Pencarian

barang  debitur  dalam  hal  ini  Tergugat  II,  III  dan  IV  adalah  telah

melakukan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;

5. Menyatakan semua surat-surat baik yang telah ada maupun yang akan

ada  dikemudian  hari  yang  berkaitan  dengan  tanah  obyek  perkara

tersebut baik atas nama Tergugat ataupun atas nama pihak lain (pihak

ketiga), yang diterbitkan dengan jalan tidak patut atau melawan hukum,

maka surat-surat tersebut patut untuk segera dinyatakan tidak mengikat

menurut hukum (Niet Verbindent );

6. Menghukum Para Tergugat  dan atau siapa saja yang memperoleh hak

dari  padanya  untuk  mengosongkan  tanah  obyek  sengketa  dan

menyerahkan  kepada  Penggugat  secara  sempurnah  dengan  tanpa

syarat apapun; 

7. Menyatakan  Sah  dan  berharga  Sita  Jaminan  (CONSERVATOIR

BESLAAG)    yang  dilaksanakan  oleh  Juru  Sita  Pengadilan  Negeri

Makassar terhadap Tanah obyek sengketa; 
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8. Menyatakan Putusan  dalam perkara  ini  dapat  dijalankan lebih  dahulu

(Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, banding

atau kasasi; 

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom),

masing-masing  Tergugat  sebesar  Rp.5.000.000,-(Lima  Juta  rupiah)

setiap  hari  kelalaiannya  jika  tidak  mematuhi  Putusan  hakim,  sejak

putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap/pasti (Inkracht Van

Gewijsde);

10. Menghukum  para Tergugat secara tanggung renteng  untuk membayar

semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

 ATAU : Bilamana Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa

perkara ini berpendapat  lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et

Bono);.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Penggugat dan  Tergugat   I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut

sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir di persidangan

walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang,   bahwa   sesuai   dengan   ketentuan Pasal 154 RBg. dan

Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur

Mediasi  Di  Pengadilan,  maka  Majelis  Hakim  telah  mengupayakan

perdamaian  di  antara  kedua  belah  pihak  melalui  proses  mediasi  dengan

bantuan  Mediator,  yang  untuk  itu  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk

menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penunjukan mediator, dimana

kemudian Majelis Hakim telah menunjuk  ……………....  S.H.,  M.H.  Hakim

pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator,

tanggal………………………..ternyata  bahwa  upaya  perdamaian  melalui

proses mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang,  bahwa  kemudian  persidangan  dilanjutkan  dengan

membacakan  surat  gugatan  Penggugat,  dimana  Penggugat  menyatakan

tetap pada gugatannya tersebut;
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 Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah

mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2020 yang pada

pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi plurium litis consortium

Yahya  Harahap  dalam  bukunya  Hukum  Acara  Perdata:  Tentang

Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktianr dan  Putusan  Pengadilan

(hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau

kesalahan  bertindak  sebagai  penggugat  maupun  yang  ditarik  sebagai

tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Bentuk error in persona

yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak

yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak  lengkap,  masih  ada  orang  yang  harus  bertindak  sebagai

penggugat atau ditarik tergugat.

- Oleh karena itu,  gugatan dalam bentuk  plurium litis  consortium yang

berarti gugatan kurang pihaknya.

Bahwa  Gugatan  yang  diajukan  oleh  PENGGUGAT  masuk  dalam

kategori  plurium  litis  consortium di  sebabkan  karena  PENGGUGAT tidak

menarik NOTARIS/PPAT selaku pihak yang membuat semua produk-produk

hukum  yang  menjadi  dasar  adanya  ikatan  hukum  antara  PENGGUGAT

dengan TERGUGAT I.

Hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam

putusannya  No.  78  K/  Sip/1972  tanggal  11  Oktober  1975,  yang  kaidah

hukum pada pokoknya yang menegaskan :

" Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus

dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Demikian  pula  bahwa  dalam putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1421

K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

" Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil

mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

                                                 Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maka  berdasar  dan  beralasan  hukum  apabila  GUGATAN  PENGGUGAT

TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke vexklaard).

DALAM POKOK PERKARA 

1. Bahwa  TERGUGAT I secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan

oleh  PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali apa  yang diakui secara

tegas dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT ;

2. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 2 dan 3 pada  halaman

2,  maka  TERGUGAT I  akan  menguraikan  jawabannya  secara  yuridis

sebagaimana berikut:

3. Bahwa  dalil  gugatan  PENGGUGAT  pada  angka  1  dan  2  adalah

merupakan  PENGAKUAN,  sehingga  berdasarkan  Pasal  1923

KUHPerdata dan Pasal 174 HIR, maka:

 pernyataan  atau  keterangan  yang  dikemukakan

salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu

perkara;

 pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka

hakim atau dalam sidang pengadilan;

 keterangan  itu  merupakan  pengakuan

(bekentenis,  confession),  bahwa  apa  yang  di  dalilkan  atau  yang

dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.

Oleh  karena  dalil-dalil  gugatan  PENGGUGAT  pada  angka  2  dan  3

adalah merupakan PENGAKUAN yang secara spesifik berkaitan dengan

FAKTA yang juga diakui secara yuridis oleh TERGUGAT I, maka perlu

untuk diperhatikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 3459

K/Pdt/1984.
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Dari  ketentuan  Pasal  1925  KUHPerdata,  Pasal  174  HIR  dihubungkan

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka:

 pengakuan yang bulat dan murni mengakibatkan tidak ada lagi yang

disengketakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

 dalam pengakuan yang demikian, melekat nilai kekuatan pembuktian

yang  sempurna,  mengikat,  dan  menentukan  (volledig,  bindende  en

beslissende, bewijskracht)

3 Bahwa  dalil  gugatan  PENGGUGAT pada  angka  4  halaman  2,  maka

TERGUGAT  I  akan  menguraikan  jawabannya  secara  yuridis

sebagaimana berikut:

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

atau lebih. Dari  peristiwa ini,  timbullah suatu hubungan hukum  antara

dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat

hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I secara yuridis dapat

terlihat dalam:

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 37, Tanggal 27 Juli 2007;

2. Akta  Perjanjian  Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit  Nomor:  16,

Tanggal 27 Maret 2008;

3. Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian

Pemberian Fasilitas Bank Garansi Nomor: 38, Tertanggal 18 Januari

2010;

4. Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian

Pemberian Fasilitas Bank Garansi Nomor: 25, Tertanggal 12 Agustus
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2010;

5. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 48, Tanggal 28 Maret 2012;

6. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 49, Tanggal 28 Maret 2012;

7. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 50, Tanggal 28 Maret 2012;

8. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 51, Tanggal 28 Maret 2012;

9. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 52, Tanggal 28 Maret 2012;

10.Akta Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian

Pemberian  Fasilitas  Bank  Garansi  Nomor:  53,  Tanggal  28  Maret

2012;

11.Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: PPWKP/020/2012, Tertanggal 20 Januari 2012;

12.Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: PPWKP/022/2013, Tertanggal 17 Januari 2013;

13.Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: PPWKP/024/2013, Tertanggal 17 Januari 2013;

14.Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: PPWKP/064/2013, Tertanggal 18 Februari 2013;

15.Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: PPWKP/066/2013, Tertanggal 18 Februari 2013;

16.Surat Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: PPWKP/026/2014, Tertanggal 20 Januari 2014;
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17.Surat Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: PPWKP/027/2014, Tertanggal 20 Januari 2014;

18.Akta  Perjanjian  Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit  Nomor:  11,

Tertanggal 15 Juli 2014;

19.Akta  Perjanjian  Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit  Nomor:  12,

Tertanggal 15 Juli 2014;

20.Akta Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: 10, Tertanggal 6 Februari 2015;

21.Akta Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: 11, Tertanggal 6 Februari 2015;

22.Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: PPWKP/025/2016, Tertanggal 18 Januari 2016;

23.Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: PPWKP/026/2016, Tertanggal 18 Januari 2016;

24.Surat  Perjanjian  Perpanjangan  Terhadap  Perjanjian  Kredit  Nomor:

PPWKP/314/2016, Tertanggal 16 September 2016;

25.Surat  Perjanjian  Perpanjangan  Terhadap  Perjanjian  Kredit  Nomor:

PPWKP/315/2016, Tertanggal 16 September 2016;

26.Surat  Perjanjian  Perpanjangan  Terhadap  Perjanjian  Kredit  Nomor:

PPWKP/316/2016, Tertanggal 16 September 2016;

27.Surat  Perjanjian  Perpanjangan  Terhadap  Perjanjian  Kredit  Nomor:

PPWKP/317/2016, Tertanggal 16 September 2016;

28.Surat Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian
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Kredit Nomor: PPWKP/298/2017, Tertanggal 11 September 2017;

29.Surat Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: PPWKP/336/2017, Tertanggal 26 September 2017;

30.Surat Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: PPWKP/337/2017, Tertanggal 26 September 2017 ;

Berdasarkan  Perjanjian-perjanjian  tersebut  diatas  maka  berdasarkan

ketentuan  Pasal  1320  KUH Perdata  disebutkan,  untuk  sahnya  suatu

perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  artinya  bahwa  para

pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju

mengenai  perjanjian yang akan diadakan tersebut,  tanpa adanya

paksaan, kekhilafan dan penipuan.

2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian 

harus  cakap  menurut  hukum,  serta  berhak  dan  berwenang

melakukan perjanjian.

Mengenai  kecakapan  Pasal  1329  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa

setiap  orang  cakap  melakukan  perbuatan  hukum kecuali  yang  oleh

undang-undang  dinyatakan  tidak  cakap.  Pasal  1330  KUH  Perdata

menyebutkan  orang-orang  yang  tidak  cakap  untuk  membuat  suatu

perjanjian yakni:

- Orang yang belum dewasa.

Mengenai  kedewasaan  Undang-undang  menentukan  sebagai

berikut:

1) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para

pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau
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kurang  dari  21  tahun  tetapi  sudah  menikah  dan  sehat

pikirannya.

2) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2

Januari  1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-

undang Perkawinan”):  Kecakapan bagi  pria  adalah bila  telah

mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah

mencapai umur 16 tahun.

- Mereka yang berada di bawah pengampuan.

- Orang  perempuan  dalam  hal-hal  yang  ditetapkan  oleh

Undang-Undang  (dengan  berlakunya  Undang-Undang

Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).

- Semua  orang  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang  untuk

membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

1. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa

perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.

2. Suatu sebab yang halal,  yaitu isi  dan tujuan suatu perjanjian 

haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan

undang-undang, kesusilaan dan  ketertiban.

Syarat No.1 dan No.2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena

mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan

perjanjian,  sedangkan  syarat  No.3  dan  No.4  disebut Syarat

Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu

pihak  mempunyai  hak  untuk  meminta  supaya  perjanjian  itu

dibatalkan.Pihak yang dapat  meminta pembatalan itu,  adalah

pihak  yang  tidak  cakap  atau  pihak  yang  memberikan

sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua

belah  pihak  yang  mengadakan  perjanjian,  selama  tidak

dibatalkan  (oleh  hakim)  atas  permintaan  pihak  yang  berhak

meminta pembatalan tersebut.
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Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka

perjanjian  itu  akan  batal  demi  hukum.  Artinya  sejak  semula

tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada

suatu perikatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan

yang  berlaku  sebagaimana  yang  telah  di  uraikan  tersebut

diatas, maka dapat terlihat secara jelas bahwa seluruh syarat-

syarat dalam melakukan perjanjian kredit antara TERGUGAT I

dengan  PENGGUGAT  telah  memenuhi  segala  syarat-syarat

tersebut.

untuk itu maka perlu pula untuk diperhatikan ketentuan  Pasal

1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: 

“Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai

undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Kata-kata

“berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang

membuatnya”  mau mengatakan,  bahwa perjanjian  seperti  itu

mengikat  para  pihak  dan  karenanya  para  pihak  harus

memenuhi  janji-janjinya.  Arti  seperti  itu  diungkapkan  dengan

mengatakan:  perjanjian  berlaku sebagai  undang-undang bagi

mereka yang menutupnya.

Selanjutnya  berkaitan  dengan  kedudukan  hukum  dari

PENGGUGAT  selaku  PENJAMIN/PENANGGUNG  dalam

Perjanjian-perjanjian  kredit  sebagaimana  yang  telah  diuraikan

diatas, maka perlu untuk diperhatikan Ketentuan Pasal 1820 KUH

Perdata  yang  memberikan  perumusan  penanggungan  sebagai

berikut:

“Penanggungan  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  seorang

pihak  ketiga,  guna  kepentingan  si  berpiutang,  mengikatkan  diri

untuk  memenuhi  perikatannya  si  berutang,  manakala  orang  itu

sendiri tidak memenuhinya.”
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Berkaitan  dengan  Perbuatan  hukum  dari  PENGGUGAT  dalam

semua  Perjanjian-perjanjian  kredit  dengan  TERGUGAT  I,  maka

secara  yuridis  PENGGUGAT  telah  mengikatkan  dirinya  untuk

menjamin  melakukan  pelunasan  atas  utang-utang  kredit  dari

TERGUGAT  II,  TERGUGAT  III  dan  TERGUGAT  IV.  Hal  ini

sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian  kredit  dalam salah

satu pasalnya yang pada pokoknya berbunyi:

“ apabila debitur lalai sebagaimana diatur dalam pasal 13 perjanjian

ini,  maka  DEBITUR  wajib  untuk  menyherahkan  kepada  BANK

barang yang dijaminkan dalam keadaan kosong dari penghuni dan

barang-barang  (khusus  untuk  tanah  dan  bangunan)  selambat-

lambatnya  14  (empat  belas)  hari  kalender  sejak  tanggal  surat

permintaan pengosongan dan penyerahan yang dikirim oleh BANK

kepada DEBITUR dan/atau/PENJAMIN pada alamat yang diketahui

BANK.”

Apabila  dihubungkan dengan ketentuan pasal  6  Undang-Undang

No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama

mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas

kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Hal mana bersesuaian pula dengan ketentuan yang tertulis dalam

akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  Nomor:  34/2015,  Tanggal  12

Februari  2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat

akta  Tanah  (PPAT)  HENDRIK  JAURY,  SH.,  dimana  dalam

ketentuan Pasal 2:

“jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,

berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh PIHAK

PERTAMA,  PIHAK KEDUA selaku  Pemegang  Hak  Tanggungan
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Peringkat  Pertama  dengan  akta  ini  diberi  dan  menyatakan

menerima  kewenangan,  dan  untuk  itu  kuasa  untuk  tanpa

persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA:

a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang

Objek  Hak  Tanggungan  baik  seluruhnya  maupun  sebagian-

sebagian;

b. mengatur  dan menetapkan waktu,  tempat,  cara dan syarat-

syarat penjualan;

c. menerima  uang  penjualan,  menandatangani  dan

menyerahkan kwitansi;

d. menyerahkan  apa  yang  dijual  itu  kepada  pembeli  yang

bersangkutan;

e. mengambil  dari  uang  hasil  penjualan  itu  seluruhnya  atau

sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut;

f. melakukan  hal-hal  lain  yang  menurut  undang-undang  dan

peraturan  hukum  yang  berlaku  diharuskan  atau  menurut

pendapat  Pihak  Kedua  perlu  dilakukan  dalam  rangka

melaksanakan kuasa tersebut.

Begitu  pula  dengan  janji  PENGGUGAT  terakhir  yang  tertuang

dalam  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Nomor:

10/KWJ/2015, Tanggal 6 Februari 2015, yang yang dibuat oleh dan

dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) HENDRIK JAURY,

SH., yang pada pokoknya:

“Janji bahwa Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak

untuk  menjual  atas  kekuasaan  sendiri  objek  Hak  Tanggungan

apabila debitor cidera janji.”

Bahwa  dalil  gugatan  PENGGUGAT  sekaitan  dengan  ketentuan

Pasal 1831 KHUPerdata dan 1834 KHUPerdata, maka TERGUGAT

I  akan menguraikan  secara  yuridis  ketentuan dalam  Pasal  1832

KUH Perdata, yang pada pokoknya:
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Penanggung  tidak  dapat  menuntut  supaya  barang  milik  debitur

lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya: 

1. bila  ia  telah  melepaskan  hak  istimewanya  untuk  menuntut

barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual; 

2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur

terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-

akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan

untuk utang-utang tanggung-menanggung; 

3. jika  debitur  dapat  mengajukan  suatu  tangkisan  yang  hanya

mengenai dirinya sendiri secara pribadi; 

4. jika debitur berada keadaan pailit; 

5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.

Berdasarkan ketentuan tersebut  diatas  dan dihubungkan dengan

adanya  Perjanjian  Kredit  dan  surat  Kuasa  Membebankan  Hak

Tanggungan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak

Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-benda  yang  Berkaitan

dengan Tanah (“UUHT”) maka secara yuridis PENGGUGAT selaku

PENJAMIN/PENANGGUNG  telah  melepaskan  hak  istimewanya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 KUH Perdata, maka hal

tersebut  mengakibatkan  terjadinya  persamaan  hukum  (equality)

antara  debitur  awal  dan  debitur  penanggung.  Hal  tersebut  juga

membawa pada keadaan di mana kreditur dapat memilih kepada

siapa dia akan menuntut haknya.

Maka  Berdasar  dan  beralasan  hukum  apabila  GUGATAN

PENGGUGAT  DITOLAK  ADANYA  atau  SETIDAK-TIDAKNYA

TIDAK DAPAT DITERIMA(niet ontvankelijke verklaard).

1. Bahwa dalil  gugatan  PENGGUGAT  pada  angka  8   halaman  3

adalah dalil YANG TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM;

Dalam buku “Hukum Acara Perdata” yang ditulis M. Yahya Harahap,

S.H. disebutkan  bahwa  menurut  Subekti,  praktik  penerapan
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putusan  yang  dapat  dilaksanakan  lebih  dahulu  (putusan  serta

merta,  red.),  telah  mendatangkan  banyak  kesulitan  dan

memusingkan para hakim.Satu segi undang-undang telah memberi

wewenang  kepada  hakim  menjatuhkan  putusan  yang  seperti  itu

meskipun  dengan  syarat-syarat  yang  sangat  terbatas.  Pada  sisi

lain,  pengabulan  dan  pelaksanaan  putusan  tersebut  selalu

berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan

besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

Demikian  menurut  Subekti  sebagaimana  kami  sarikan  dari  buku

“Hukum Acara Perdata” (hal. 898).

Selanjutnya  perlu  pula  untuk  diperhatikan  Dasar  hukum  atas

larangan tersebut pelaksanaan putusan serta merta, yakni :

a) Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement(“HIR”), 

b) Pasal  191  ayat  (1)  Reglement  Voor  de  Buitengewesten

(“RBG”), 

c) Pasal  54  dan  Pasal  57  Reglement  Op  De  Rechtsvordering

(“Rv), dan

d) SEMA   No.  3  Tahun  2000  tentang  Putusan  Serta  Merta

(Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta 

e) SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta

Merta dan Provisionil.

Oleh  karena  itu  dalil  PENGGUGAT  tersebut  TIDAK  BENAR

ADANYA  dan  BERDASAR  HUKUM  APABILA   GUGATAN

PENGGUGAT  DITOLAK  ADANYA  atau  SETIDAK-TIDAKNYA

TIDAK DAPAT DITERIMA(niet ontvankelijke verklaard).

Berdasarkan  apa  yang  telah  di  kemukakan   tersebut  diatas,  maka

dengan  ini  TERGUGAT  I  memohon  kehadapan  KETUA/MAJELIS

HAKIM  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  a  quo,  berkenan

menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut  :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I ;

2. Menyatakan  gugatan  PENGGUGAT  DITOLAK  atau  setidak-

tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
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DALAM  POKOK PERKARA 

1. Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau  setidak-tidaknya

Menyatakan  Gugatan  PENGGUGAT Tidak  Dapat  di  Terima

(nietontvankelijke  verklaard);

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya  yang  timbul

dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I tersebut, Penggugat

telah mengajukan Replik  secara tertulis  tertanggal 25 Agustus 2020  ; Dan

atas  Replik  tersebut,  Tergugat  I telah  mengajukan  Duplik  secara  tertulis

tertanggal 10 September 2020; 

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  untuk  membuktikan  dalil-dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat  sebagai berikut :

berikut :  

1. Fotokopi Surat  Peringatan  Pertama  tanggal  29  Agustus  2018,  diberi

tanda P-1 ; 

2. Fotokopi Surat Konfirmasi Tunggakan, diberi tanda   P-2 ;

3. Fotokopi  Surat  Peringatan  Kedua  tanggal  6  Desember  2019,   diberi

tanda P-3 ;

4. Fotokopi  Surat Konfirmasi Jatuh Tempo Fasilitas tanggal 18 Desember

2018, diberi tanda P-4 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai

dengan surat asli / salinan resmi / fotokopi yang dilegalisir, kecuali bukti P-2

yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang,  bahwa  selain  bukti  surat,  Penggugat telah  pula

mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : 

1. Saksi Widya Ningrum, yang memberikan keterangan dibawah  sumpah,

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di toko….

- BahwaT… adalah anak dari Penggugat
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- Bahwa saksi  tidak  tahu  mengenai  hubungan  utang piutang antara

Tergugat dengan Bank Danamon ;

-  ;

2. Saksi  Marlina,  yang memberikan  keterangan dibawah   sumpah,  yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi karyawan di toko …

- Bahwa....................................

- Bahwa. adalah anak dari Penggugat.......................................

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  jawabannya,

Tergugat  telah mengajukan bukti-bukti surat  sebagai berikut :  

1. Fotokopi Sertipikat hak Milik no. 1188 Kelurahan Melayu, tanggal12 Mei

1991 dengan gambar Situasi no. 1520/1990 tanggal 4 Agustus 1990 atas

nama Kadir Jusuf Gunawan, diberi tanda T-1 ; 

2. Fotokopi  Sertipikat hak Milik no. 1189 Kelurahan Melayu,  tanggal  13

Juni 1991 dengan gambar Situasi no. 1521/1990 tanggal 4 Agustus 1990

atas nama Kadir Jusuf Gunawan diberi tanda T-2 ; 

3. Fotokopi   Sertipikat  hak  Milik  no.  1190  Kelurahan  Melayu,  tanggal  8

Desember 1979 dengan Surat Ukur no. 21/1988 tanggal 18 Januari 1988

atas nama Kadir Jusuf Gunawan diberi tanda T-3 ;

4. Fotokopi Sertipikat hak Milik no.786 Kelurahan Melayu, tanggal 12 Juni

1991 dengan Surat  Ukur no.  180/1979 tanggal  19 Oktober 1979 atas

nama Kadir Jusuf Gunawan diberi tanda T-4 ;

5. Fotokopi  Perjanjian  Kredit  nomor  :  48  tanggal  28  Maret  2012  yang

dibuat di hadapan Notaris/PPAT Hendrik Jaury, SH. diberi tanda T-5 ; 

6. Fotokopi  Perjanjian  Kredit  nomor  :  50  tanggal  28  Maret  2012  yang

dibuat di hadapan Notaris/PPAT Hendrik Jaury, SH. diberi tanda T-6 ;

7. Fotokopi  Perjanjian Kredit nomor : 11 tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat

di hadapan Notaris/PPAT Hendrik Jaury, SH. diberi tanda T-7 ; 

8. Fotokopi  Perjanjian Kredit nomor : 12 tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat di

hadapan Notaris/PPAT Hendrik Jaury, SH., diberi tanda T-8 ; 

9. Fotokopi Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian

Kredit nomor 10 tanggal 6 Pebruari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris

Hendrik Jaury, SH. diberi tanda T-9 ;
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10.Fotokopi Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian

Kredit nomor 10 tanggal 6 Pebruari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris

Hendrik Jaury, SH. diberi tanda T-10 ;

11.Fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan (penanggungan hutang) nomor

56  tangal  28  Maret  2012  yang  dibuat  oleh  dan  di  hadapan  Notaris

Hendrik Jaury, SH. diberi tanda T-11 ;

12.Fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan (penanggungan hutang) nomor

57  tangal  28  Maret  2012  yang  dibuat  oleh  dan  di  hadapan  Notaris

Hendrik Jaury, SH diberi tanda T-12 ;

13.Fotokopi Surat  Kuasa  membebankan  Hak  tanggungan  nomor  :

25/KWJ/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan

Notaris Hendrik Jaury, SH diberi tanda T-13 ; 

14.Fotokopi  Surat  Kuasa  membebankan  Hak  tanggungan  nomor  :

48/KWJ/2014  tanggal  15  Juli  2014  yang  dibuat  oleh  dan  di  hadapan

Notaris Hendrik Jaury, SH diberi tanda T-14 ;

15.Fotokopi Surat  Kuasa  membebankan  Hak  tanggungan  nomor  :

10/KWJ/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan

Notaris Hendrik Jaury, SH diberi tanda T-15 ; 

16.Fotokopi Sertipikat  Hak Tanggungan nomor 4290/2012 tanggal  4  Juni

2012 , diberi tanda T-16 ; 

17.Fotokopi, Sertipikat  Hak  Tanggungan  nomor  1771/2014  tanggal  25

September 2014 ,diberi tanda T-17 ;

18.Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan nomor 1605/2015 tanggal 3 Maret

2015 ,diberi tanda T-18 ;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan

sesuai dengan surat asli / salinan resminya ;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Majelis  Hakim  telah  pula

melaksanakan Pemeriksaan Setempat ke Lokasi objek sengketa yang hasilnya

sebagaimana  termuat  dalam  Berita  Acara  Pemeriksan  Setempat  tertanggal

……………………. 2020  yang  pada  pokoknya  bahwa  para  pihak  telah

membenarkan tanah  dan bangunan  ditempat tersebut beserta batas-batasnya,

yang merupakan tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara a quo ;
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Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulannya

secara  tertulis   tanggal 8  Desember  2020 sedangkan  Penggugat

mengajukan kesimpulan tanggal 15 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan

mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala

sesuatu yang  terjadi  di  persidangan  sebagaimana  tercatat  dalam  Berita

Acara  Persidangan  perkara  ini  sepanjang  ada  relevansinya  dianggap

sebagai bagian dari isi putusan ini; 

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI: 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat  kekurangan pihak (Plurium Consortium)

karena  tidak  menarik  Notaris/PPAT selaku  pihak  yang  membuat  produk

produk hukum yang menjadi dasar adanya ikatan hukum antara Penggugat

dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat

dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalam menentukan subyek

hukum  sebagai  Tergugat  dan  menurut  hukum  Penggugat  berhak

menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Replik Penggugat tersebut

Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut : 

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  aquo  Penggugat  telah

mencantumkan pihak-pihak yang dianggap telah merugikan Penggugat dan

dengan jelas telah menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat

dengan Tergugat.  Bahwa tidak dicantumkannya Notaris/PPAT adalah tidak

menyebabkan  gugatan  kurang  pihak  karena  Penggugat  dalam  uraian

gugatannya  tidak  mempermasalahkan  legalitas  akta  perjanjian  kredit

maupun  surat  surat  lainnya  yang  dibuat  oleh  Notaris/PPAT  dimaksud
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sehingga Penggugat tidak perlu menempatkan Notaris/PPAT sebagai pihak

dalam perkara a quo ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang

gugatan  kurang  pihak  tidak  beralasan  menurut  hukum  sehingga  eksepsi

tersebut ditolak ;

DALAM  POKOK  PERKARA :

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi

dianggap telah menjadi pertimbangan pula dalam pokok  perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  sengketa  dalam  gugatan

Penggugat adalah :

 Bahwa Penggugat Kadir Yusuf Gunawan adalah Pemilik yang sah atas

obyek tanah :

- Sertifikat  Hak  Milik   No.1190  Kel.melayu  Kec.Wajo  Kota  Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur .00088/2001 Luas 63 m2

- Sertifikat  Hak  Milik   No.788  Kel.melayu  Kec.Wajo  Kota  Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00087/2001 Luas 109 m2

- Sertifikat  Hak  Milik   No.1188  Kel.melayu  Kec.Wajo  Kota  Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00086/2001 Luas 44 m2

- Sertifikat  Hak  Milik   No.1189  Kel.melayu  Kec.Wajo  Kota  Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00085/2001 Luas 118 m2

 Bahwa Pada awalnya tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan

di  jadikan  sebagai  jaminan  atas  kontrak  CV  Neptunus  Nugraha

( Tergugat II ) yg diwakili oleh  Tergugat III dan Tergugat IV dengan PT.

Bank Danamon Indonesia, Tbk. ( Tergugat I )  Namun ternyata Tergugat I

( CV Neptunus Nugraha ) , Tergugat III ( Rudi Gunawan ) dan Tergugat

IV ( Selvy Sucipto )  ternyata wanprestasi terhadap perjanjian kredit dan

telah  mendapat  surat  teguran  1,2  dan  3  dari  PT.  Bank  Danamon

Indonesia ;

 Bahwa  Berdasarkan  pasal  1831  KUHPerdata  dan  Pasal  1834

KUHPerdata yang pada intinya Pihak Penjamin dalam hal ini Penggugat

                                                 Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat  menuntut  supaya  harta  benda  debitur  lebih  dahulu  disita  dan

dilelang  dan  membayar  lebih  dahulu  biaya  yang  diperlukan  untuk

melaksanakan  penyitaan  dan  pelelangan  oleh  karena  penjamin

( Borgtocht ) hanya sifatnya cadangan saja sehingga perbuatan Tergugat

yang tidak mengupayakan pencarian barang debitur yaitu Tergugat II, III

dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  membantah  dalil  gugatan  Penggugat

tersebut dan  menyatakan  :

- Bahwa  dalil gugatan PENGGUGAT pada  pokoknya  adalah merupakan

PENGAKUAN yang secara spesifik berkaitan dengan FAKTA yang juga

diakui  secara yuridis oleh TERGUGAT I bahwa  tanah obyek sengketa

adalah milik Penggugat dan di jadikan sebagai jaminan atas kontrak CV

Neptunus  Nugraha  (  Tergugat  II  )  yg  diwakili  oleh  Tergugat  III  dan

Tergugat  IV dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. ( Tergugat I )  ;

- Bahwa  Berkaitan  dengan Perbuatan hukum dari  PENGGUGAT dalam

semua Perjanjian-perjanjian kredit dengan TERGUGAT I,  maka secara

yuridis  PENGGUGAT  telah  mengikatkan  dirinya  untuk  menjamin

melakukan  pelunasan  atas  utang-utang  kredit  dari  TERGUGAT  II,

TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Hal ini sebagaimana yang tertuang

dalam Perjanjian kredit dalam salah satu pasalnya yang pada pokoknya

berbunyi:

“ apabila debitur lalai sebagaimana diatur dalam pasal 13 perjanjian ini,

maka DEBITUR wajib untuk menyerahkan kepada BANK barang yang

dijaminkan dalam keadaan kosong dari  penghuni  dan barang-barang

(khusus  untuk  tanah  dan  bangunan)  selambat-lambatnya  14  (empat

belas) hari kalender sejak tanggal surat permintaan pengosongan dan

penyerahan  yang  dikirim  oleh  BANK  kepada  DEBITUR

dan/atau/PENJAMIN pada alamat yang diketahui BANK.”
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Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 4

Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-

Benda yang Berkaitan dengan Tanah:

“Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan

sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Hal mana bersesuaian pula dengan ketentuan yang tertulis dalam akta

Pemberian  Hak  Tanggungan  Nomor:  34/2015,  Tanggal  12  Februari

2015 yang dibuat  oleh dan dihadapan Pejabat  Pembuat  akta  Tanah

(PPAT) HENDRIK JAURY, SH., dimana dalam ketentuan Pasal 2:

“jika  debitur  tidak  memenuhi  kewajiban  untuk  melunasi  utangnya,

berdasarkan  perjanjian  utang  piutang  tersebut  diatas,  oleh  PIHAK

PERTAMA,  PIHAK  KEDUA  selaku  Pemegang  Hak  Tanggungan

Peringkat Pertama dengan akta ini  diberi  dan menyatakan menerima

kewenangan,  dan  untuk  itu  kuasa  untuk  tanpa  persetujuan  terlebih

dahulu dari PIHAK PERTAMA:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalilnya telah

mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang

saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil sangkalannya maka

Tergugat  telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-18  ;

Menimbang, bahwa  sesuai dengan maksud dari Pasal 1865 BW Jo

Pasal 283 Rbg yang menyebutkan :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau,

guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang

lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak

atau peristiwa tersebut “ ;
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Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

adalah  apakah  benar  Tergugat  melakukan  perbuatan  melawan  hukum

karena  Tergugat  I  tidak  mengupayakan  pencarian  barang  debitur  yaitu

Tergugat II, III dan IV terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan melawan

hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Fotokopi Surat Peringatan Pertama

tanggal 29 Agustus 2018,  Bukti P-2  Fotokopi Surat Konfirmasi Tunggakan,

bukti P-3 Fotokopi  Surat Peringatan Kedua tanggal 6 Desember 2019 dan

bukti  P-4  Fotokopi   Surat  Konfirmasi  Jatuh  Tempo  Fasilitas  tanggal  18

Desember 2018 maka dari  bukti  bukti  surat tersebut membuktikan bahwa

benar  telah  terjadi  hubungan  hukum  utang  piutang  antara  CV  Neptunus

Nugraha ( Tergugat II ) yg diwakili oleh  Tergugat III dan Tergugat IV dengan

PT.  Bank  Danamon  Indonesia,  Tbk.  (  Tergugat  I  )  namun  dalam

perkembangannya ternyata Tergugat II  ( CV Neptunus Nugraha ), Tergugat

III  (  Rudi Gunawan ) dan Tergugat IV ( SelvySucipto )  telah wanprestasi

terhadap perjanjian kredit dan telah mendapatkan surat teguran 1, 2 dan 3

dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Tergugat I);

Menimbang,  bahwa    Ketentuan  Pasal  1820  KUH  Perdata  yang

memberikan perumusan penanggungan sebagai berikut:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga,

guna  kepentingan  si  berpiutang,  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi

perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.”

Selanjutnya  Pasal  1832  KUH  Perdata pada  pokoknya menyatakan:

Penanggung tidak dapat  menuntut  supaya barang milik debitur  lebih dulu

disita dan dijual untuk melunasi utangnya: 

- bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang

debitur lebih dahulu disita dan dijual; 

- bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama

secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya
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diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-

menanggung; 

- jika debitur  dapat  mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai

dirinya sendiri secara pribadi; 

- jika debitur berada keadaan pailit; 

- dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1831 KUHPerdata dan Pasal 1834

KUHPerdata yang pada intinya Pihak Penjamin/Penanggung dalam hal ini

Penggugat dapat menuntut supaya harta benda debitur lebih dahulu disita

dan  dilelang  dan  membayar  lebih  dahulu  biaya  yang  diperlukan  untuk

melaksanakan penyitaan dan pelelangan oleh karena penjamin ( Borgtocht )

hanya sifatnya cadangan saja (dalam artian Penggugat belum melepaskan

Hak Istimewa sebagai Penjamin);

Menimbang,  bahwa  Penggugat  selaku  Penjamin/Penanggung  tidak

pernah melepaskan hak istimewanya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1832 KUH Perdata yaitu  untuk  menuntut supaya harta benda debitur lebih

dahulu disita dan dilelang dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan

untuk  melaksanakan  penyitaan  dan  pelelangan  oleh  karena  penjamin

(Borgtocht)  hanya sifatnya cadangan saja sebagaimana ditentukan dalam

pasal  1831  KUHPerdata  dan  Pasal  1834  KUHPerdata  maka  Perbuatan

Tergugat I  yang tidak mengupayakan Pencarian barang debitur dalam hal

ini  Tergugat  II,  III  dan  IV   adalah  telah  melakukan  perbuatan  melawan

hukum/melanggar hak Penggugat ;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  bukti  bukti  yang  diajukan  di

persidangan  oleh  tergugat  I  bahwa  ternyata  Tergugat  I  tidak  pernah

memberikan peringatan/teguran kepada Penanggung/Penjamin dalam hal ini

Penggugat maka Penggugat adalah masih sebagai pemilik yang sah atas

sebidang tanah atas :
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a. Sertipikat Hak Milik No. 1190 Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar Jl.

Tentara Pelajar Nomor Surat Ukur : 00087/2001 Luas 109 M

b. Sertipikat HakMilik No. 788 Kel.  Melayu Kec. Wajo Kota Makassar Jl.

Tentara Pelajar Nomor Surat Ukur : 00088/2001 Luas 63 M

c. Sertipikat Hak Milik No. 1188 Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar Jl.

Tentara Pelajar Nomor Surat Ukur : 00086/2001 Luas 44 M

d. Sertipikat Hak Milik No. 1189 Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar Jl.

Tentara Pelajar Nomor Surat Ukur : 00085/2001 Luas 118 M ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  maka  Penggugat   berhasil  membuktikan  dalil  gugatannya  oleh

karena  itu tuntutan  pokok  Penggugat  pada  nomor  4  yang  menyatakan

bahwa  Tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  sudah

sepatutnya  dikabulkan  demikian  juga  petitum nomor  2  dan  3  dikabulkan

dengan penyempurnaan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 dan nomor 6 karena

tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah dilakukan sita jaminan

terhadap objek sengketa dalam perkara ini maka petitium nomor 7 ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 8 agar putusan perkara ini dapat

dijalankan  terlebih  dahulu  meskipun  ada  upaya  hukum  verzet,  banding

maupun  kasasi  maka  oleh  karena  tidak  ada  alasan  hukum  yang  kuat

sebagaimana  ketentuan  yang  berlaku  dan  tidak  alasan  yang  mendesak

maka terhadap petitum nomor 8 ditolak ;

Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  gugatan  nomor  9  untuk

membayar uang paksa (Dwangson)  kepada  Tergugat I dikarenakan tidak ada

alasan  hukum yang  kuat  dan  mendesak  maka  terhadap  petitum nomor  9

tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah sebagai pihak

yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;
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Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya

Hukum Acara Perdata (Rbg) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk

Wetboek), serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I LI

DALAM EKSEPSI : 

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat I; 

DALAM POKOK PERKARA : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan  perbuatan  Tergugat  I  yang  tidak  mengupayan  Pencarian

barang debitur dalam hal ini  Tergugat II,  III  dan IV adalah merupakan

perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;

3. Menyatakan  Tindakan Tergugat  I  yang menerbitkan Surat  Teguran I,

Surat Teguran II dan Teguran III adalah tidak sah atau di nyatakan tidak

mengikat menurut hukum (Niet Verbindend) ;

4. Menyatakan Tanah dan bangunan  yang masing masing 

- Sertifikat Hak Milik  No.1190 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur .00088/2001 Luas 63 m2 ;

- Sertifikat  Hak  Milik   No.788  Kel.melayu  Kec.Wajo  Kota  Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00087/2001 Luas 109 m2;

- Sertifikat Hak Milik  No.1188 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar

Jl.tentara  pelajar  Nomor  Surat  Ukur.00086/2001  Luas  44  m2

Sertifikat Hak Milik  No.1189 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00085/2001 Luas 118 m2 adalah

Milik Penggugat ;

5. Menghukum  Para Tergugat  untuk membayar biaya perkara yang sampai

hari ini  ditetapkan sejumlah Rp 2.932.000,- (dua juta sembilan ratus tiga

puluh dua ribu rupiah);
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Demikian  diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  Hakim

Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh

kami,  Basuki  Wiyono,  S.H.,  M.H.  sebagai  Hakim  Ketua,  Daniel  Pratu,

S.H.,M.H. dan Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.  masing-masing  sebagai

Hakim  Anggota,  yang  ditunjuk   berdasarkan   Surat   Penetapan   Ketua

Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96/Pdt.G/2020/PN.Mks, tanggal 9 Maret

2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 diucapkan

dalam  persidangan  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  Ketua  dengan

didampingi  oleh  para  Hakim  Anggota  dibantu  oleh Faisal  Mustafa,  S.H.

Panitera  Pengganti,  dihadiri  pula  oleh  Kuasa  Penggugat   dan  Kuasa

Tergugat  ;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

   

Daniel Pratu, S.H. M.H.                         Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Mustafa, S.H.

                                    

                                                 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks
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P U T U S A N
Nomor  143 / PDT / 2021 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan  Tinggi  Makassar  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara-

perkara  perdata  pada  peradilan  tingkat  banding,  telah  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut didalam perkara gugatan antara  : 

PT.  BANK  DANAMON  INDONESIA,  Tbk.  Kantor  Wilayah  Makassar,

Berkedudukan   di  Jalan  Ahmad  Yani  Nomor  11-13  Kota

Makassar   Sebagai  Tergugat  I  ;  dalam  hal  ini  memberikan

kuasa  kepada  Arjuna Rasjid, SH, MKn  dan  H. Abd Rasjid,

SH. Advokat pada Arjuna  Rasjid  Law  Office  yang  beralamat

di  Jln  Racing  Centre   Perumahan   Bumi  Tirta  Nusantara

Gardenia  Blok  I  Nomor  12  Panakkukang  Makassar  Sulawesi

Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April  2020

dan  telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

Makassar  pada  tanggal  21  April  2020  Nomor  Register

429/PDT/2020/KB, selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING  Semula  TERGUGAT I  ;

L A W A N

KADIR YUSUF GUNAWAN,  Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan,

beralamat di Jalan Sulawesi No. 319 A, RT 002 RW 004, Kel

Butung, Kec Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal 

ini diwakili oleh kuasanya :

1. Muhammad Nursalam, SH.MH.
2. Iwan Kurniawan, SH.MH.
3. Nurhalim, SH.
4. Muh. Febriansyah, SH.

Advokat   dan   Konsultan   Hukum   pada   kantor   Rudal  &

Partners  beralamat  Kompleks  Ramayana  Pettarani  Jln  A.P.

Pettarani  Ruko   Diamond   Lt  3   Blok  D   No  16   Masale

Panakkukang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 28 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING  Semula  PENGGUGAT  ;

D A N

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 143/PDT/2021/PT MKS
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1. CV. NEPTUNUS NUGRAHA, berkedudukan Di Jalan Ir. Sutami Hall 4 Nomor 6

Makassar, Sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING  I  Semula  TERGUGAT  II  

2. RUDY GUNAWAN, Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 7371050707710005,

beralamat  di  Jalan  Sulawesi  No.  319  A,  RT  002  RW  004,

Kelurahan  Butung,  Kecamatan  Wajo,  Makassar,  Sulawesi

Selatan, Sebagai Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING  II  Semula  TERGUGAT III ;

3. SELVY SUCIPTO, Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 7371056410710001,

beralamat  di  Jalan  Sulawesi  No.  319  A,  RT  002  RW  004,

Kelurahan  Butung,  Kecamatan  Wajo,  Makassar,  Sulawesi

Selatan,  Sebagai  Tergugat  IV,  yang  selanjutnya  disebut  juga

sebagai ;

TURUT TERBANDING  III  Semula  TERGUGAT  IV  ;

PENGADILAN TINGGI  tersebut  : 

Telah membaca  : 

1. Penetapan  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Makassar  tanggal  04  Mei  2021 Nomor

143  /  PDT  /  2021  /  PT.MKS.  tentang  penunjukkan  Majelis  Hakim  untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding  ; 

2. Surat  Penunjukan  Panitera  Pengganti  oleh  Panitera  Pengadilan  Tinggi

Makassar  tanggal  05  Mei  2021 Nomor  143 /  PDT /  2021  /  PT.MKS.  untuk

mendampingi  dan  membantu  Majelis  Hakim  memeriksa  dan  mengadili

perkara ini dalam tingkat banding ; 

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip  serta  memperhatikan  uraian-uraian  tentang  hal-hal  yang

tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar

Nomor  96  /  Pdt.G  /  2020  /  PN Mks,  tanggal  26  Januari  2021,  yang  amarnya

berbunyi sebagai berikut : 

DALAM EKSEPSI : 

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat I; 

DALAM POKOK PERKARA : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
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2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengupayan Pencarian barang

debitur  dalam  hal  ini  Tergugat  II,  III  dan  IV  adalah  merupakan  perbuatan

melawan hukum/melanggar hak Penggugat;

3. Menyatakan  Tindakan Tergugat  I  yang menerbitkan Surat Teguran I,  Surat

Teguran II dan Teguran III adalah tidak sah atau di nyatakan tidak mengikat

menurut hukum (Niet Verbindend) ;

4. Menyatakan Tanah dan bangunan  yang masing masing 

- Sertifikat  Hak  Milik   No.1190  Kel.melayu  Kec.Wajo  Kota  Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur .00088/2001 Luas 63 m2 ;

- Sertifikat Hak Milik  No.788 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara

pelajar Nomor Surat Ukur.00087/2001 Luas 109 m2;

- Sertifikat  Hak  Milik   No.1188  Kel.melayu  Kec.Wajo  Kota  Makassar

Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00086/2001 Luas 44 m2 Sertifikat Hak

Milik   No.1189  Kel.melayu  Kec.Wajo  Kota  Makassar  Jl.tentara  pelajar

Nomor Surat Ukur.00085/2001 Luas 118 m2 adalah Milik Penggugat ;

5. Menghukum  Para Tergugat  untuk membayar biaya perkara yang sampai hari

ini  ditetapkan sejumlah Rp 2.932.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh dua

ribu rupiah);

Membaca  Akta  Pernyataan  Permohonan Banding Nomor 96 / Pdt.G / 2020

/ PN Mks, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang

menerangkan  bahwa  Kuasa  Pembanding  Semula  Tergugat  I  pada tanggal 08

Februari  2021,  telah  mengajukan  permohonan  banding  terhadap  putusan

Pengadilan  Negeri  Makassar  Nomor  96  /  Pdt.G  /  2020  /  PN  Mks,  tanggal  26

Januari 2021  ; 

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 96 / Pdt.G /

2020 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar

yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula

Tergugat  I  tersebut,  telah  diberitahukan  secara  sah  dan  seksama  kepada

Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding II semula Tergugat III masing-

masing  pada  tanggal  17  Februari  2021,  kepada  Turut  Terbanding  I  semula

Tergugat II  pada tanggal 19 Februari 2021, Pemberitahuan Pernyataan Banding

Nomor 96 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan

Negeri Makassar ;
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Membaca Surat Memori  Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding

semula  Tergugat  I,  tertanggal  03  Juni  2021,  yang  diterima  di  Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Makassar pada  tanggal  03 Juni 2021 ; 

Membaca  Risalah  Pemberitahuan  dan  Penyerahan  memori  banding

Nomor 96 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan

Negeri Makassar yang menerangkan bahwa  salinan  memori banding  dari Kuasa

Pembanding  semula  Tergugat  I   tersebut,  telah  diberitahukan  dan  diserahkan

secara sah dan seksama kepada Turut  Terbanding I  semula Tergugat  II   pada

tanggal 17 Juni 2021,   yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti  Pengadilan

Negeri Makassar ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) masing-masing

Nomor 96 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan

Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada kepada Pembanding semula

Tergugat I pada tanggal 20 April 2021, Terbanding semula Penggugat pada tanggal

16 Maret 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II  pada tanggal 19

Februari 2021, dan Turut Terbanding semula Tergugat III  pada tanggal 16 Maret

2021, Pemberitahuan Memeriksa berkas Nomor 96 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang

ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu

14(empat  belas)  hari  terhitung  sejak  hari  berikutnya  setelah  pemberitahuan,

sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG  PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding  semula

Tergugat I tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara

serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan

banding tersebut secara formil dapat diterima ; 

Menimbang,  bahwa  sehubungan  dengan  permohonan  banding  tersebut

Kuasa  Pembanding  semula  Tergugat  I  telah  mengajukan  memori  banding

bertanggal 03 Juni 2021, dengan uraian atau dasar memori banding Pembanding

semula Tergugat I  adalah sebagai berikut :

A. KEBERATAN PEMBANDING  /  dahulu TERGUGAT  I dimana  judex  factie

Pengadilan  Tingkat  Pertama TELAH SALAH dan KELIRU Menolak  Eksepsi

mengenai Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena

kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara

Bahwa Pertimbangan judex Factie Pengadilan Tingkat pertama telah salah dan

keliru  oleh  karena  tidak  mempertimbangan  Eksepsi  yang  diajukan  oleh

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 143/PDT/2021/PT MKS
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PEMBANDING/Dahulu  TERGUGAT  I  tentang  Eksepsi  plurium  litis

consortium.

Yahya  Harahap  dalam  bukunya  Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan,

Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktianr dan  Putusan  Pengadilan (hal.  111)

menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan

bertindak  sebagai  penggugat  maupun  yang  ditarik  sebagai  tergugat

dikualifikasi mengandung error in persona.

Bentuk  error  in  persona yang lain  disebut  plurium litis  consortium (gugatan

kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik

sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat

atau ditarik tergugat.

- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti

gugatan kurang pihaknya.

Bahwa  Gugatan  yang  diajukan  oleh  PENGGUGAT  masuk  dalam  kategori

plurium  litis  consortium di  sebabkan  karena  PENGGUGAT  tidak  menarik

NOTARIS/PPAT  selaku  pihak  yang  membuat  semua  produk-produk  hukum

yang  menjadi  dasar  adanya  ikatan  hukum  antara  PENGGUGAT  dengan

TERGUGAT I.

Hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam

putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975, yang kaidah hukum

pada pokoknya yang menegaskan :

" Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus

dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Demikian  pula  bahwa  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1421

K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

"  Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini  adalah karena kesalahan

formil  mengenai  pihak  yang  seharusnya  digugat,  akan  tetapi  belum

digugat".

Maka  secara  yuridis  berdasar  dan  beralasan  hukum  apabila  GUGATAN

PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA(niet ontvankelijke vexklaard)

B. KEBERATAN PEMBANDING /  dahulu TERGUGAT I dimana  judex factie

Pengadilan  Tingkat  Pertama  TELAH  SALAH  dan  KELIRU  dalam

menerapkan hukum
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Bahwa  Judex  Factie Pengadilan  Tingkat  Pertama  telah  Salah  dan  keliru

dalam  menerapkan  hukum  sebagaimana  Pertimbangan  Hukumnya  dalam

Putusan halaman 24 :

“Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  1831  KUHPerdata  dan  Pasal  1834

KUHPerdata yang pada intinya Pihak Penjamin/Penanggung dalam hal

ini Penggugat dapat menuntut supaya harta benda debitur lebih dahulu

disita dan dilelang dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan

untuk  melaksanakan penyitaan dan pelelangan  oleh karena penjamin

(borgtocht)  hanya  sifatnya  cadangan  saja  (dalam  artian  Penggugat

belum melepaskan hak istimewa sebagai penjamin)”.

Bahwa  Judex  Factie Pengadilan  Tingkat  Pertama  telah  Salah  dan  keliru

dalam menerapkan hukum oleh karena telah menerapkan aturan hukum yang

bersifat umum yakni KUHPerdata sedangkan hubungan hukum yang terjadi

antara PEMBANDING/Dahulu TERGUGAT I dengan TERBANDING/ Dahulu

PENGGUGAT  termasuk  dengan  TERGUGAT  II,  TERGUGAT  III,  dan

TERGUGAT IV  adalah  TUNDUK  dan  PATUH  kepada  ketentuan  Undang-

undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta

benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Padahal dalam azas hukum telah

secara  jelas  mengatur  bahwasanya  lex  specialis  derogat  legi  generalis

yang  mengandung  makna  bahwa  aturan  hukum  yang  khusus  akan

mengenyampingkan aturan hukum yang umum.

Sebagaimana pendapat Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul  Hukum

Positif  Indonesia (hal. 56), sebagaimana kami kutip dari artikel yang ditulis

A.A. Oka Mahendra berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan,

ada  beberapa  prinsip  yang  harus  diperhatikan  dalam  asas  lex  specialis

derogat legi generalis, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan  yang  didapati  dalam  aturan  hukum  umum  tetap

berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;

2. Ketentuan-ketentuan  lex  specialis harus  sederajat  dengan  ketentuan-

ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang);

3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum

(rezim) yang sama dengan  lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk

lingkungan hukum keperdataan.
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Artinya dalam hubungan hukum yang terjadi  antara  TERBANDING/Dahulu

PENGGUGAT dengan PEMBANDING/Dahulu TERGUGAT 1 maka ketentuan

yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4

tahun  1996  tentang  tentang  Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-

benda yang berkaitan dengan tanah.

Berkaitan  dengan  Perbuatan  hukum  dari  PENGGUGAT  dalam  semua

Perjanjian-perjanjian  kredit  dengan  TERGUGAT  I,  maka  secara  yuridis

PENGGUGAT  telah  mengikatkan  dirinya  untuk  menjamin  melakukan

pelunasan atas utang-utang kredit  dari  TERGUGAT II,  TERGUGAT III  dan

TERGUGAT IV. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian kredit

dalam salah satu pasalnya yang pada pokoknya berbunyi:

“ apabila debitur lalai sebagaimana diatur dalam pasal 13 perjanjian ini,

maka DEBITUR wajib untuk menyerahkan kepada BANK barang yang

dijaminkan  dalam keadaan  kosong  dari  penghuni  dan  barang-barang

(khusus  untuk  tanah  dan  bangunan)  selambat-lambatnya  14  (empat

belas) hari kalender sejak tanggal surat permintaan pengosongan dan

penyerahan  yang  dikirim  oleh  BANK  kepada  DEBITUR

dan/atau/PENJAMIN pada alamat yang diketahui BANK.”

Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun

1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang

Berkaitan dengan Tanah:

“Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan

sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Hal  mana  bersesuaian  pula  dengan  ketentuan  yang  tertulis  dalam  akta

Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 34/2015, Tanggal 12 Februari 2015 yang

dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) HENDRIK

JAURY, SH., dimana dalam ketentuan Pasal 2:

“jika  debitur  tidak  memenuhi  kewajiban  untuk  melunasi  utangnya,

berdasarkan  perjanjian  utang  piutang  tersebut  diatas,  oleh  PIHAK

PERTAMA, PIHAK KEDUA selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat

Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan,

dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK

PERTAMA:
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a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek

Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

b. Mengatur  dan  menetapkan  waktu,  tempat,  cara  dan  syarat-syarat

penjualan;

c. Menerima  uang  penjualan,  menandatangani  dan  menyerahkan

kwitansi;

d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;

e. Mengambil  dari  uang  hasil  penjualan  itu  seluruhnya  atau  sebagian

untuk melunasi utang debitor tersebut;

f. Melakukan hal-hal  lain yang menurut  undang-undang dan peraturan

hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua

perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.

Begitu pula dengan janji  PENGGUGAT terakhir yang tertuang dalam Surat

Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Nomor:  10/KWJ/2015,  Tanggal  6

Februari 2015, yang yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat akta

Tanah (PPAT) HENDRIK JAURY, SH., yang pada pokoknya:

“Janji  bahwa  Pemegang  Hak  Tanggungan  Pertama  mempunyai  hak

untuk menjual  atas kekuasaan sendiri  objek Hak Tanggungan apabila

debitor cidera janji.”

Bahwa dalil  gugatan PENGGUGAT sekaitan dengan ketentuan Pasal 1831

KHUPerdata dan 1834 KHUPerdata, maka TERGUGAT I akan menguraikan

secara  yuridis  ketentuan  dalam  Pasal  1832  KUH  Perdata,  yang  pada

pokoknya: 

Penanggung tidak  dapat  menuntut  supaya  barang milik  debitur  lebih  dulu

disita dan dijual untuk melunasi utangnya: 

1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang

debitur lebih dahulu disita dan dijual; 

2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama

secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya

diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-

menanggung; 

3. jika  debitur  dapat  mengajukan  suatu  tangkisan  yang  hanya  mengenai

dirinya sendiri secara pribadi; 

4. jika debitur berada keadaan pailit; 

5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.
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Berdasarkan  ketentuan  tersebut  diatas  dan  dihubungkan  dengan  adanya

Perjanjian Kredit dan surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Undang-

Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah

Beserta  Benda-benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah (“UUHT”) maka

secara  yuridis  PENGGUGAT  selaku  PENJAMIN/PENANGGUNG  telah

melepaskan hak istimewanya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1832

KUH  Perdata,  maka  hal  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  persamaan

hukum (equality) antara debitur awal dan debitur penanggung. Hal tersebut

juga membawa pada keadaan di mana kreditur dapat memilih kepada siapa

dia akan menuntut haknya.

Berdasarkan  alasan-alasan  hukum yang  diajukan  oleh  TERBANDING /

dahulu  TERGUGAT  I  sebagaimana  tersebut  diatas  ,  maka  dengan  segala

kerendahan hati kepada MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA yang memeriksa

dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutuskan:

MENGADILI

1. MENERIMA Memori  Banding  PEMBANDING  /  dahulu  TERGUGAT I untuk

seluruhnya;

2. MEMBATALKAN   Putusan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar  Nomor:

96/Pdt.G/2020/PN.Mks. Tanggal 26 Januari 2021;

MENGADILI  SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I;

2. Menyatakan  gugatan  PENGGUGAT  DITOLAK  atau  setidak-tidaknya  tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);

DALAM  POKOK PERKARA 

1. Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;

2. Menolak  gugatan  PENGGUGAT untuk  seluruhnya  atau   setidak-tidaknya

menyatakan Gugatan  PENGGUGAT Tidak Dapat di Terima (nietontvankelijke

verklaard);

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya  yang  timbul dalam

perkara ini;

Atau

Apabila  MAJELIS  HAKIM  TINGGI  YANG  MULIA  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  dalam tingkat  Banding berpendapat  lain,  mohon  putusan

yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan yang maha esa (ex aquo et bono).
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Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari

dan  mencermati  secara  seksama  seluruh  berkas  perkara,  dan  turunan  resmi

putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96 / Pdt.G / 2021 / PN Mks, tanggal

26 Januari 2021, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding

dari  Pembanding  semula  Tergugat  I,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi

mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Pengadilan Judex

facti haruslah memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan baik terhadap fakta

hukumnya meupun terhadap penerapan hukumnya dengan pertimbangan sebagai

berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang,  bahwa  Pembanding  semula  Tergugat  I  dalam jawabannya

telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak

menarik Notaris / PPAT selaku pihak yang membuat produk hukum yang menjadi

dasar adanya ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan

Negeri telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar baik dalam hal penilaian

terhadap  fakta  maupun  dalam  hal  penerapan  hukumnya  oleh  karenanya

pertimbangan  hukum  dan  pendapat  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  tersebut

diambil  alih  dan dijadikan pertimbangan hukum oleh  Majelis  Hakim Pengadilan

Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang,  bahwa  dengan  mengambil  alih  pertimbangan  hukum  dan

pendapat  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  tersebut  maka  eksepsi  dari

Pembanding semula Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

tentang hak Istimewa dari  Penggugat  selaku  penjamin  atas  kontrak  antara  CV

Neptunus Nugraha (Tergugat II)  yang diwakili  oleh Tergugat III  dan Tergugat IV

dengan PT Bank Danamon, Tbk (Tergugat I) yang menurut Penggugat mendalilkan

bahwa  hak  Istimewa  dari  Penggugat  selaku  penjamin  tersebut  tetap  berlaku

berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata dan Pasal 1834 KUH Perdata

yang  pada  intinya  menyebutkan  bahwa  Penjamin  (Penggugat)  dapat  menuntut

supaya harta benda debitur lebih  dulu disita dan dilelang dan membayar lebih

dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan dan pelelangan oleh

karena Penjamin hanya sifatnya cadangan saja. Bahwa atas dasar hal tersebut
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Penggugat  telah  mendalilkan  bahwa  Tergugat  I  telah  melakukan  perbuatan

melawan hukum karena telah menerbitkan Surat Teguran I, Surat Teguran II, Surat

Teguran III, dan tidak mengupayakan pencarian barang debitur terlebih dahulu.

Menimbang,  bahwa  namun  menurut  Tergugat  I  mendalilkan  bahwa

Tergugat  I  sama  sekali  tidak  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena

berdasarkan kontrak antara Tergugat I sebagai kreditur dan Tergugat II, Tergugat

III,  Tergugat IV sebagai debitur serta Penggugat sebagai Penjamin dengan jelas

telah disebutkan bahwa Penjamin dalam hal ini Penggugat telah melepaskan hak

Istimewanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah

oleh Tergugat I maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat haruslah

membuktikan  dalil  dalam  gugatannya  tersebut  dan  Tergugat  I  haruslah

membuktikan  dalil  dalam  jawabannya  dengan  ketentuan  bahwa  Penggugatlah

terlebih dahulu membuktikan dalil dalam gugatannya setelah itu barulah Tergugat I

yang membuktikan dalil dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalam gugatannya

tersebut telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4 dan saksi Widya

Ningrum  dan  Marlina.  Sedangkan  Tergugat  I  untuk  membuktikan  dalil  dalam

jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yaitu TI-1, TI-2, TI-3, TI-4,

TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-10, TI-11, TI-12, TI-13, TI-14, TI-15, TI-16 TI-17 TI-18.

Menimbang,  bahwa  tentang  dalil  gugatan  Penggugat  yang  menyatakan

bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat teguran kepada debitur yaitu Tergugat II,

Tergugat  III,  Tergugat  IV  dan  tidak  mengupayakan  pencarian  barang  debitur

terlebih  dahulu,  menurut  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  oleh  karena  dalil

tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan dikuatkan pula oleh bukti P-1 dan P-3

maka dalil tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah

apakah  Tindakan  Tergugat  I  yang  menerbitkan  Surat  Teguran  kepada  yang

menerbitkan teguran kepada debitur (Tergugat II,  Tergugat  III,  Tergugat  IV)  dan

tidak  mengupayakan  pencarian  barang  debitur  terlebih  dahulu  merupakan

perbuatan melawan hukum ataukah tidak.

Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  apakah  Tindakan  Tergugat  I

tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, sangat ditentukan oleh

apakah Penggugat selaku Penjamin telah melepaskan hak Istimewanya tersebut

ataukah Penggugat selaku Penjamin tidak melepaskan hak Istimewanya tersebut.
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Menimbang,  bahwa  menurut  Pasal  1832  KUH  Perdata  menyebutkan

bahwa : “Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu

disita” dan dijual untuk melunasi utangnya :

1. Bila  Ia  telah  melepaskan  hak  Istimewanya  untuk  menuntut  barang-barang

debitur lebig dahulu disita dan dijual.

2. Bila  Ia  telah  mengikatkan  dirinya  Bersama-sama  dengan  debitur  terutama

secara tanggung menanggung, dalam hal ini, akibat-akibat perikatannya diatur

menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung menanggung.

3. Jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya

sendiri secara pribadi.

4. Jika debitur berada dalam keadaan pailit.

5. Dalam hal penanggung yang diperintahkan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa alat bukti TI-11 dan TI-12 yaitu perjanjian pemberian

Jaminan (Penanggungan Utang) masing-masing Nomor 56 dan Nomor 57 pada

Pasal 2  sama-sama menyebutkan tentang pelepasan hak-hak Istimewa penjamin

yaitu  penjamin  dengan  ini  melepaskan  untuk  kepentingan  Bank  ketentuan-

ketentuan yang termaktub dalam Pasal-Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan

1847 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata yang berlaku di Negara Republik

Indonesia.

Menimbang,  bahwa  dari  isi  perjanjian  tersebut  jelas  terlihat  bahwa

Penggugat  selaku penjamin  telah  melepaskan hak Istimewanya yang diberikan

oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa alat bukti TI-11 dan TI-12 tersebut telah dikuatkan pula

oleh alat bukti TI-14 yaitu Surat Kuasa membebankan hak tanggung, TI-15 Surat

Kuasa  membebankan  hak  tanggungan,  TI-16  sertifikat  hak  tanggungan,  TI-17

Sertifikat hak tanggungan, TI-18 Sertifikat hak tanggungan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Penggugat selaku penjamin telah

melepaskan  hak  Istimewanya  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  sehingga

Penggugat  selaku  penjamin  dalam  perkara  ini  tidak  bisa  menggunakan  hak

Istimewanya  tersebut  untuk  menuntut  agar  barang-barang  debitur  lebih  dahulu

disita dan dijual.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  selaku  penjamin  telah

melepaskan  hak istimewanya maka  tidakan  Tergugat  I  yang  menerbitkan  surat
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teguran  dan  tidak  mengupayakan  pencarian  barang  debitur  terlebih  dahulu

bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang,  bahwa oleh karena Tindakan Tergugat  I  bukan merupakan

perbuatan  yang  melawan  hukum  maka  Penggugat  haruslah  dinyatakan  tidak

berhasil membuktikan dalil dalam gugatan tersebut sehingga gugatan Penggugat

haruslah ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim

Pengadilan Negeri karena telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 1831 KUH

Perdata, Pasal 1832 KUH Perdata, Pasal 1834 KUH Perdata dan Pasal 6 Undang-

Undang No 4 tahun 1996 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  telah

salah  dalam  menerapkan  hukum  maka  putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar

Nomor 96 / Pdt.G / 2021 / PN Mks, tanggal 26 Januari 2021, haruslah dibatalkan

dan Majelis  Hakim Pengadilan Tinggi  akan mengadili  sendiri  perkara ini  seperti

tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi

sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Tergugat I.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  penggugat  ditolak  maka

Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dala kedua tingkat

peradilan yang untuk tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat,  Undang-Undang  RI  No.  49  Tahun  2009,  Pasal  1831  KUH

Perdata, Pasal 1832 KUH Perdata, Pasal 1834 KUH Perdata, Pasal 6 UU No 4

Tahun 1996, pasal-pasal dalam RBg  dan pasal-pasal dari peraturan  perundang-

undangan  lainnya  yang  berkaitan dengan perkara  ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96 / Pdt.G / 2020 /

PN Mks, tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
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- Menghukum  Terbanding  semula  Penggugat  untuk  membayar  seluruh

biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk

ditingkat  banding  ditetapkan  sebesar  Rp.150.000.-(seratus  lima  puluh

ribu rupiah) ; 

Demikianlah  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Tinggi  Makassar  pada  hari  Selasa,  tanggal  06  Juli  2021  oleh

kami   KETUT  MANIKA,  SH.MH.  selaku  Hakim  Ketua  Majelis,  MARTINUS

BALA, SH.  dan   H. MUSTARI, SH.  masing-masing  selaku  Hakim   Anggota dan

putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka

untuk  umum  oleh  Hakim  Ketua Majelis dengan  didampingi  oleh Para  Hakim

Anggota  tersebut  dengan  dibantu  oleh Dra. A. HARNI, SH Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

     HAKIM-HAKIM ANGGOTA,      HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d T t d

MARTINUS BALA, SH.     KETUT MANIKA, SH.MH.

T t d

H. MUSTARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai  ............................................Rp.   10.000,-

2. Redaksi ............................................Rp.   10.000,-

3. Pemberkasan  ..……………………..Rp.   .  1  30  .000,-  

    J u m l a h ………………………........Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH. M. Hum.
NIP. 19630222 198303 1 003
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